BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Dispenda Kota Malang

Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, disebut Dinas
Pendapatan Daerah Kotapraja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat
Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970. Untuk
menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akibat meningkatnya
volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang
Nomor 4/U Tahun 1970 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, maka

penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat 11 Malang.

Dinas pendapatan daerah kota malang berdasarkan Peraturanj Walikota
Malang Nomor 54 Tahun 2012 merupakan pelaksana otonom daerah di bidang
pemungutan pajak daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh Dinas pendapatan
kota malang merupakan pajak kota antara lain: (1) Pajak Hotel yang didalamnya
termasuk pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10, (2) Pajak Restoran,
(3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9)
Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

42



43

Memasuki masa Otonomi Daerah yang terhitung sejak tanggal 1 Januari
2001 Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang
menangani Penerimaan Daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan,
kedudukan, tugas pokok dan struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan
Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang. Dengan diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang NOmor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang No 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur
organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada
Peraturan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota
Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58
Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pendapatan

Daerah Kota Malang.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dispenda Kota Malang

Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang adalah melaksanakan
tugas pokok penyususnan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
penerimaan dan Pendapatan Daerah. Sedangkan fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Kota Malang antara lain :



10.

11.
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Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak
daerah.

Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan
PBB Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Daerah Lainnya.

Pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB
Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Lainnya.

Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan,
BPHTB dan Pajak Lainnya.

Penyusunan rencana intensifikasi dan eksentifikasi PBB Perkotaan,
BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.

Pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah
Lainnya.

Pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak
Lainnya.

Pelaksanaan  penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan,
pengurangan ketetapan, penghapusan pengurangan sanksi, dan kelebihan
pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Lainnya.

Pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan
penyetoran PBB Perkotaan , BPHTB dan Pajak Lainnya.

Pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak
Lainnya.

Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan

dan Pajak Daerah Lainnya.
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22.
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Pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan
PBB Perkotaan dan Pajak Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud
yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi.

Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam
rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya.

Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusun program, pelaksanaan,
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan,
kehumasan dan kearsipan.

Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SSP) dan
standart Operasional dan Prosedur (SOP).

Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.

Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajad daerah.
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23. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait
layanan publik secara berkala melaui website Pemerintah Daerah.

24. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.

25. Penyelenggaraan UPT dan jabatn fungsional.

26. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

27. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

pokoknya.
4.1.3 Visi dan Misi Dispenda Kota Malang
Visi :
Menciptakan kinerja yang optimal pada Dinas Pendapatan Daerah Kota
Malang agar memberikan pelayanan yang baik kepada para Wajib Pajak

sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan Pendapatan

Daerah.

Misi :

Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
Pajak Daerah.

4.14 Struktur Organisasi Dispenda Kota Malang

Struktur organisasi Dinas Pendapatan kota Malang diatur berdasarkan
Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2012. Struktur organisasi Dinag Pendapatan

Daerah kota Malang dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:



Gambar 4.1
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Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang

Kepala Dinas
Kelompok_ Jabatan Bagian Tata Usaha
Fungsional
Subag
Penyusunan Subag Subag Umum
Keuangan
Program
Bidang Pajak . . . Bidang
Bumi dan B'?_ang Pajak PBlda_r;]g Pembukuan dan
Bangunan ainnya enagihan Pengembangan
Potensi

Sie Pelayanan,
Pengawasan dan
Penyelesaian
Sengketa

Sie Pendataan

Sie Penagihan Pajak
Bumi dan Bangunan

Sie Pembukuan
dan Pelaporan

Sie Pendataan,
Penilaian dan
Penetapan

Sie Pengolahan
Data

Sie Pendaftaran

Sie Penagihan Pajak
Daerah Lainnya

Sie Penetapan

Sumber : Dispenda kota Malang
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Keberatan Pajak
Daerah Lainnya
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Benda Berharga

Sie
Pengembang
an Potensi
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Uraian dari tugas dan wewenang dari masing-masing struktur organisasi yang

ada adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

kepala dinas memiliki tugas menkoordinasi dan melakukan pengawasan
melekat terhadap unit-unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain

yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris
Sekretaris memiliki tugas Melaksanakan administrasi umum meliputi
penyususnan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,
urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan keperpustakaan serta
kearsipan. Adapun fungsi yang dimiliki sekretaris sebagai berikut :
e Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
tahunan.
e Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
e Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).
e Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
e Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan
kearsipan.
¢ Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan.

e Pengelolaan urusan rumah tangga.
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Sekretaris membawahi 3 sub bagian yaitu :

Sub bagian Penyusunan program, sub bagian ini memiliki tugas pokok
menyususun program, evaluasi serta pelaporan.

Sub bagian keuangan, bertugas dalam pengelolaan anggaran dan
administrasi.

Sub bagian umum, bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi
umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan

rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

3. Bidang pajak bumi dan bangunan

Bidang ini bertugas dalam pelayanan, pendataan, penilaian dan penetapan

sertra pengawasan PBB. Adapun fungsi yang dimiliki bidang pajak bumi dan

bangunan adalah sebagai berikut :

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pajak bumi dan
bangunan.

Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perncanaan teknis
pendtaan, penilaian dan penetapan objek, subjek dan wajib PBB Perkotaan
dan sistem pengarsipan serta pendokumentasian.

Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan
PBB Perkotaan.

Pelaksanaan dan pengawasan pendataan dan penetapan PBB Perkotaan.

Pelaksanaan pemeriksaan objek, subjek dan wajib PBB Perkotaan.
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Bidang pajak bumi dan bangunan membawahi 3 seksi yaitu :

a. Sie pelayanan, pengawasan dan penyelesaian sengketa, bertugas

menyelenggarakan pelayanan, pengawasan serta penyelesaian yang
berkaitan dengan sengketa PBB Perkotaan di kota Malang.

Sie pendataan, penilaian dan penetapan, mempunyai tugas pokok yaitu
penyelenggaraan pendataan, penilaian dan penetapan obyek dan wajib
PBB Perkotaan di kota malang.

Seksi pengolahan data, bertugas melakukan pengolahan data dalam
rangka perncanaan teknis pendataan, pendaftaran dan pendataan objek,
subyek dan wajib PBB Perkotaan, dan sistem pengarsipan serta

pendukomentasian.

4. Bidang pajak daerah lainnya

Bidang pajak daerah lainnya mempunyai tugas pokok pelayanan, pendataan,

pendaftaran, penilaian dan penetapan serta pengawasan BPHTB dan pajak daerah

lainnya. Adapun fungsi yang dimiliki oleh bidang pajak daerah lainnya adalah

sebagai berikut :

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang BPHTB dan pajak
daerah lainnya.

Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perncanaan teknis
pendataan, pendaftaran dan penetapan obyek, subyek dan wajib BPHTB
dan pajak daerah lainnya dan sistem pengarsipan serta pendokumentasian.
Penyusunan perencanaa dan pelaksanaan program di bidang pemungutan

BPHTB dan pajak daerah lainnya.
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e Pelaksanaan dan pengawasan pendaftaran, pendataan, penetapan BPHTB
dan pajak daerah lainnya.

e Pelaksanaan pemerriksaan obyek, subyek dan wajib BPHTB dan pajak
daerah lainnya.

e Perumusan teknis perhitungan dan penetapan BPHTB dan pajak daerah
lainnya.

e Pelaksanaan penilaian obyek, subyek dan pajak daerah lainnya.

o Pelaksanaan perhitungan dan penetapan pengenaan BPHTB

Bidang pajak daerah lainnya membawahi 3 seksi yaitu:

a. seksi pendataan, Memiliki tugas mendata obyek dan wajib BPHTB dan
pajak daerah lainnya.
b. Seksi pendaftaran melaksanakan tugas pokok pendaftaran obyek dan
wajib BPHTB dan pajak daerah lainnya.
c. Seksi penetapan melaksanakan tugas pokok perhitungan dan penetapan
BPHTB dan pajak daerah lainnya.
5. Bidang pembukuan dan pengembangan potensi
Bidang pembukuan dan pengembangan potensi bertugas melakukan
pembukuan dan pelaporan pengelolaan benda berharga dan pengembangan
potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya. Adapun fungsi yang
dimiliki oleh bidang pembukuan dan pengembangan potensi ialah :
e Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembukuan dan pengembanga

potensi.
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e Pengumpulan dan pengelohan data dalam rangka perencanaan teknis
pembukuan, pelaporan, pengelolaan benda berharga dan pengembangan
potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya.

e Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang
pembukuan dan pengembangan potensi.

e Pengumpulan data dalam rangka pembukuan dan pelaporan realisasi
penerimaan pendapatan lain-lain yang sah.

e Pencatatan ke buku jenis pajak daerah terhadap penerimaan PBB

Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya

Bidang pembukuan dan pengembangan potensi membawahi 3 seksi yaitu :

a. Seksi pembukuan dan pelaporan, memiki tugas membuat pembukuan dan
pelaporan target dan realisasi penerimaan PBB Perkotaan, BPHTB dan
pajak daerah lainnya, serta pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut.

b. Sie Pengelolaan benda berharga, memiliki tugas dalam pengelolaan
benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya.

c. Seksi pengembangan potensi melakukan tugas pokok pengembanga
potensi dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
melalui pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya.

6. Bidang penagihan
Bidang penagihan memiliki tugas pokok yaitu melakukan penagihan PBB
Perkotaan dan pajak daerah lainnya di kota malang. Fungsi yang dimiliki bidang

penagihan diantaranya :
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e Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan.
e Pelaksanaan penagihan PBB Perkotaan dan pajak daerah lainnya.
e Pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak daerah lainnya.
e Penyusunan laporan realisasi tunggakan PBB Perkotaan, BPHTB dan
pajak daerah lainnya.
Bidang penagihan dibagi menjadi 3 seksi yaitu:
a. seksi penagihan pajak bumi dan bangunan bertugas melakukan penagihan
atas tunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan.
b. Seksi pengihan pajak daerah lainnya mempunyai tugas melakukan
penagihan atas tunggakan BPHTB dan pajak daerah lainnya.
c. Seksi penyelesaian keberatan pajak daerah lainnya mempunyai tugas
pokok yaitu menyelesaikan keberatan atas BPHTB dan pajak daerah

lainnya.

4.2 Penyajian Data

Berikut merupakan data terkait pajak kos kota Malang yang telah didapat

oleh penulis yang akan disampaikan sebagai berikut :
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Gambar 4.2

Peraturan Daerah Nomor 16 Kota Malang
Pasal 4

(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah fasilitas telepon,
faksimile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan

fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

(3) Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
a. motel;
b. losmen;
¢. rumah penginapan;
d. rumah kos dengan jurnlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);

e. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

Sumber : Dispenda Kota Malang

Gambar 4.2 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 4 merupakan
peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan pemungutan pajak hotel kategori
rumah kos di kota malang. Berdasarkan gambar di atas pajak hotel kategori rumah
kos merupakan subbagian dari pajak hotel dengan kriteria pengenaan rumah kos

tersebut memiliki lebih dari 10 kamar hunian yang disewakan.
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Gambar 4.3

Peraturan Daerah Kota Malang

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar

kepada hotel.

Pasal 7

(1) Tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b,

huruf ¢, dan huruf e, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, ditetapkan

sebesar 5% (lima persen).

Pasal 8§

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6.

Sumber : Dispenda Kota Malang

Pada gambar 4.3 merupakan Perda No 16 Tahun 2010 pasal 7
memaparkan tarif pengenaan atas pajak hotel kategori rumah kos ialah 5% dari
total penerimaan kos diterima oleh wajib pajak kos. Menurut hasil wawancara dari
informan yang terkait dengan sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos
di Dispenda kota Malang peraturan serta penjelasan secara tertulis terkait sistem
pemungutan pajak hotel kategori rumah kos masih dalam lingkup yang sempit
yaitu hanya menjelaskan tentang jumlah kamar kos yang dikenakan pajak hotel
kategori rumah kos yaitu rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar kos dan
disewakan serta besarnya tarif pengenaannya yaitu 5% dari jumlah penerimaan

kos tersebut.



Tabel 4.4

Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Tahun Anggaran 2011-2014
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No Tahun Target (dalam Realisasi (dalam | Prosentase (dalam
Anggran Rp) Rp) %)
iL 2 3=(2:1) x 100%
1 2011 59.212.290,54 53.678.700 90.65%
2 2012 73.724.581,08 53.103.000 72.03%
3 2013 64.469.009,15 67.843.000 105.23%
4 2014 448.636.145,83 733.421.338 163%

Sumber : Dispenda Kota Malang

Tabel 4.4 merupakan laporan realisasi penerimaan pajak hotel kategori
rumah kos pada tahun 2011-2014. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2011-2012
terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak hotel kategori rumah kos sedangkan
pada tahun 2012-2013 terjadi penigkatan realisasi penerimaan pajak hotel kategori
rumah kos dengan prosentase sebesar 105,23%, sedangkan pada tahun 2014
terjadi kenaikan target serta realisasi penerimaan secara drastis sebesar Rp
733.421.388 dengan prosentase pencapaian sebesar 163%. Pencapaian hasil
realisasi penerimaan pajak hotel kategori rumah kos pada tahun yang melebihi
target penerimaan membuat Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk lebih
intensif dalam memberikan sosialisasi kepada pemilik kos yang masih belum
terdaftar sebagai wajib pajak hotel kategori rumah kos dan menjalankan
kewajibannya membayar pajak kos terutang pada Dispenda kota malang, oleh
karena Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang mengerahkan karyawan
dan pegawai honorer Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang untuk melakukan

sosialisasi dengan langsung terjun ke lokasi pemilik kos untuk mendata pemilik
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kos yang memiki kamar kos melebihi 10 kamar untuk mendaftrakan diri mereka

sebagai wajib pajak hotel kategori rumah kos kota malang.

Gambar 4.5

Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Kota Malang

L MAKSIMALKAN EKSTENSIFIKASI, DISPENDA
KERAHKAN STAF UNTUK PENDATAAN WAJIB PAJAK
KOS
Publikasi, Umnum by Dispenda Kota Malang

Dengan capaian melampaui target ditahun 2014 sekitar 20 Milyar, Dispenda memaksimalkan berbagai program
dan kegiatan ditahun 2015 ini terutama kegiatan intensifikasi maupun ekstensisfikasi pajak daerah. Untuk itu
Kadispenda Ir. H. Ade Herawanto menyampaikan, bahwa Dispenda telah membentuk Satgas Peningkatan Pajak
Daerah yang didalamnya ada tugas tugas intensifikasi dan ekstensifikasi, mulai dari pendataan dan pendaftaran
pada ...

Continue reading »

Sumber : website Dispenda Kota Malang

Pada gambar 4.4 merupakan hasil sosialisasi pajak hotel kategori rumah
kos oleh Dispenda kota Malang yang didalamnya menjelaskan bahwa pihak
Dispenda kota Malang mengerahkan karyawannya serta karyawan honorer
mereka untuk melakukan pendataan wajib pajak hotel kategori rumah kos di kota
malang dengan mendatangangi pemilik kos dengan door to door . Dari
pelaksanaan ini diharapkan mampu menjaring pemilik kos yang belum terdaftar

sebagai wajib pajak hotel kategori rumah kos.
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Tabel 4.6
Data Jumlah Wajib Pajak Hotel Kategori Kos Di Kota Malang

No Nama Kecamatan Jumlah wajib pajak | Prosentase (dalam %)
1 2 3=(2:1)x100%

1 Klojen 71 11,45%
2 Blimbing 10 1,61%
3 Kedung kandang 6 0,96%
4 Sukun 11 1,77%
5 Lowokwaru 522 84,21%

Jumlah 620 100%

Sumber : Dispenda kota malang

Gambar 4.7

Diagram Jumlah Wajib Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Berdasarkan
Kecamatan di Kota Malang

m Kec Klojen

B Kec Blimbing

m Kec Kedung kandang
M Kec Sukun

m Kec Lowokwaru

Sumber : Dispenda Kota Malang

Tabel 4.6 merupakan data jumlah wajib pajak hotel kategori rumah kos
yang tercatat pada tahun 2015 yang digolongkan berdasarkan kecamatan yang
berada di kota malang. Sedangkan pada tabel 4.7 merupakan ilustrasi jumlah

wajib pajak digolongkan berdasarkan kecamatan. Pada tabel 4.7 dapat dilihat
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bahwa wajib pajak paling banyak berasal dari kecamatan lowokwaru dengan
prosentase sebesar 84,21% sedangkan kecamatan yang paling sedikit terdapat
wajib pajak hotel kategori rumah kos ialah kecamatan kedung kandang dengan

jumlah 6 dengan prosentase sebesar 1,77%.

Tabel 4.8

Data Jumlah Wajib Pajak Kec Klojen Kota Malang

NO Nama kelurahan Jumlah wajib pajak
1 Klojen 0
2 Rampal 7
3 Oro-oro dowo 2
4 Samaan 0
5 Penanggungan 35
6 Gadingsari 18
7 Bareng 1
8 Kasin 1
9 Sukoharjo 6
10 Kauman 1
11 Kidul dalem 0

Jumlah 71

Sumber : Dispenda kota Malang
Pada tabel 4.8 wajib pajak yang terdaftar di Dispenda kota malang dengan

total wajib pajak hotel kategori rumah kos sejumlah 71 orang dengan prosentase
sebesar 11,45%. Kecamatan klojen merupakan kecamatan dengan urutan kedua

terbesar berdasarkan hasil prosentase setelah kecamatan lowokwaru.
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Tabel 4.9

Data Wajib Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Kec Blimbing Kota Malang

=z
@]

Nama Kelurahan Jumlah wajib pajak

Kesatrian 0

Polehan

Purwantoro

Bunulrejo

Pandan wangi

Blimbing

Purwodadi

Arjosari

OO N O Bl WIN

Balearjosari

Jodipan

Polowijen
Jumlah

[N
o

WO, NOIO| O DN

[y
[E=Y

=
o

Sumber : Dispenda kota Malang

Berdasarkan tabel 4.9 jumlah wajib pajak hotel kategori rumah kos yang
terdaftar dan melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak hotel kategori rumah
kos sejumlah 10 orang yang tersebar di beberapa kelurahan diantaranya kelurahan
Polehan, Purwantoro, Bunulrejo, Arjosari, Balearjosari dan Polowijen. Sedangkan
pada kelurahan Kesatrian, Pandan wangi, Purwodadi dan Jodipan tidak terdapat

wajib pajak yang terdaftar di dinas pendapatan daerah kota malang.
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Tabel 4.10

Data Wajib Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Kec Kedung Kandang Kota
Malang

Z
o

Nama kelurahan Jumlah wajib pajak

Arjowinangun 1

Tlogowaru

Mergosono

Bumiayu

Wonokoyo
Buring
Kota lama
Kedung kandang
Cemoro kandang
Lesan puro
Madyopuro
Sawojajar
Jumlah
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=
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Sumber : Dispenda kota Malang

Tabel 4.11 menunjukkan perincian jumlah wajib pajak hotel kategori
rumah kos di kecamatan kedung kandang yang merupakan kecamatan dengan
hasil prosentase jumlah wajib pajak terkecil diantara kecamatan lainnya yaitu
0,96%. Mayoritas kelurahan di kecamatan kedung kandang tidak ada yang
terdaftar sebagai wajib pajak hotel kategori rumah kos diantaranya kelurahan
Tlogowaru, Mergosono, Bumiayu, Wonokoyo, Buring, Cemoro kandang, Lesan

puro dan Madyopuro.
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Tabel 4.11
Data Wajib Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Kec Sukun Kota
Malang

No Nama kelurahan Jumlah wajib pajak
1 Bandulan 2
2 Karang besuki 1
3 Pisang candi 3
4 Mulyorejo 0
5 Bakalan krajan 1
6 Bandung rejosari 4
7 Ciptomulyo 0
8 Gadang 0
9 Kebonsari 0

Jumlah 11

Sumber : Dispenda kota Malang

pada tabel 4.11 merupakan perincian data wajib pajak kecamatan sukun
yang digolongkan kembali berdasarkan letak kelurahan tempat berdirinya rumah
nkos tersebut. Dilihat dari tabel terdapat 4 kelurahan dari 11 kelurahan tidak
terdapat wajib pajak hotel kategori rumah kos diantaranya kelurahan Mulyorejo,

Bakalan krajan, Gadang dan Kebonsari.
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Tabel 4.12

Data Wajib Pajak Hotel Kategori Kos Kec Lowokwaru Kota Malang

No Nama kelurahan Jumlah wajib pajak
1 Jatimulyo 74
2 Lowokwaru 18
3 Tulusrejo 20
4 Mojolangu 52
5 Tunjung sekar 43
6 Tasik malu 0
7 Tunggul wulung 12
8 Dinoyo 35
9 Merjosari 34
10 Tlogomas 54
11 Sumber sari 101
12 Ketawanggede 79
Jumlah 522

Sumber : Dispenda Kota Malang

Pada tabel 4.12 merupakan perincian jumlah wajib pajak pada kecamatan
lowokwaru yang digolongkan berdasarkan kelurahan dimana rumah kos tersebut
didirikan. Kecamatan lowokwaru merupakan kecamatan dengan hasil prosentase
terbesar dengan prosentase sebesar 84,21% dimana kelurahan sumbersari sebagai

kelurahan dengan jumlah wajib pajak hotel kategori rumah kos terbanyak.

Hasil wawancara dengan informan yang terkait yaitu dengan kepala sie
pendataan pajak daerah lannya yang terkait dengan sistem pemungutan pajak
hotel kategori rumah kos di kota malang memaparkan tentang alur-alur yang
dilalui oleh wajib pajak hotel kategori rumah kos. Hasil wawancara sebagai

berikut

Penulis : bagaimana sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota

malang ?
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Narasumber 1 :”alur pemngutannya ya mbak?”

Penulis : “Iya bu “

Narasumber 1:*“kalau alurnya biasa aja mbak, ya dimulai dari pihak kami turun ke
lapangan dari pintu ke pintu guna mengecek kos mana yang dikenakan
wajib pajak kos, kemudian wajib pajak yang sudah di survei datang ke
Dispenda kemudian mereka akan mendapat NPWPD (Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah) yang ditentukan oleh pihak kami, kemudian tiap bulan
mereka akan menyetor dengan membawa SPTPD(Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah) surat ini digunakan untuk mengetahui berapa kamar kos
yang disewakan selama bulan bersangkutan, setelah itu kami cetakkan
SKPD(Surat Ketetapan Pajak Daerah) ya habis itu proses bayar pajak ke

Bank Jatim ”

Penulis : “Apakah survei sudah menyeluruh di Kota Malang?”

Narasumber 1 :“belum mbak, malang kan luas mbak sedangkan petugas survei
kita tidak memadai hingga saat ini baru 3 kecamatan dari total 5
kecamatan yang ada di Malang yaitu di Lowokwaru, Blimbing dan

Kedung Kandang*

Penulis :”Bagaimana dengan penentuan tarif pajak kos tersebut ?”

3

Narasumber :“ cara menghitung beban pajaknya = tarif kamar x jumlah kamar

yang disewakan x 5% ya sudah itu aja”

Penulis :”Bagaimana kriteria dari rumah kos yang dikenakan pajak kos?”
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Narasumber 1 :“kalau kriterianya ya rumah kos yang memiliki kamar yang
disewakan lebih dari 10, tapi jika kamar yang mereka miliki 10 dan pada
bulan yang terkait hanya dihuni hanya 9 kamar misalnya mereka hanya
wajib melapor dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak

Daerah) “

Penulis :”Apakah dalam pemungutan pajak kos terdapat kendala?”

Narasumber 1 :“ya ada mbak, kendala biasanya wajib pajak langsung menyetor
pajak kos ke Bank Jatim dan tidak melapor ke Dispenda, jadi meskipun
mereka telat bayar tidak kena denda selain itu denda kan juga menjadi

pendapatan bagi Dispenda otomatis pendapatan Dispenda juga berkurang”.

Penulis : “Saat kendala itu terjadi bagaiman solusi Dispenda untuk mencegah hal

itu terjadi?”

Narasumber 1 : “sulit sich mbak, soalnya itu kan dari pihak wajib pajak sendiri

dan kita gak tau siapa aja yang melakukan hal itu

Dalam upaya mengumpulkan data yang lebih terperinci penulis melakukan
wawancara dengan kepala bagian pajak daerah lainnya yaitu bagian yang

menangani tentang pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota malang.

Penulis : “apa dasar pengenaan pajak hotel kategori rumah kos di kota malang?”

Narasumber Il : “Perda NO 16 Tahun 2010 mbk, dalamnya dijelasin bahwa pajak
kos termasuk pajak hotel yang tarifnya sebesar 5% dari penerimaan rumah

kos dalam satu periode”.
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Penulis :”sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di malang itu seperti

apa?”’

Narasumber Il: “ ada tiga tahap mbk, pertama tahap pendataan dan pendaftaran,
kedua tahap penyetoran kemudian pembukuan. Pada tahap pendataan dan
pendaftaran wajib pajak datang ke Dispenda untuk mendaftar dengan
mengisi formulir serta membawa foto copy KTP kemudian bagian
pendataan akan menginput datanya serta membuatkan kartu NPWPD
setelah itu kartu NPWPD diberikan beserta SPTPD untuk diisi dirumah

dan akan dibawa saat mereka menyetor pajaknya.

Tahap kedua, penyetoran. Wajib pajak datang ke Dispenda dengan
membawa SPTPD yang telah diisi sebelumnya diberikan ke pihak
pendataan agar diperiksa dan dibuatkan SKPD sebagai acuan SSPD,
kemudian SSPD diberikan ke wajib pajak sebagai surat pendamping
membayar pajak di Bang Jatim. Di Bank Jatim wajib pajak melakukan
pembayaran pajak dan akan mendapat Bukti Tanda Setor dari Babk Jatim.
Bukti Tanda Setor itu ditunjukkan ke bagian pembukuan untuk

mendapatkan surat tanda setor dari Dispenda yang resmi.

Tahap ketiga, pembukuan. Bukti tanda setor yang di Bank itu untuk
membuar rekening korang yang akan diberikan ke sie pembukuan dan
pelaporan yang akan dibuat acuan dalam pembuatan surat tanda setor dan
laporan realisasi penerimaan pajak daerah mbak. Ya udah Cuma gitu aja

mbak”
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Penulis : ““ apa terjadi kendala dalam melaksanakan sistem pemungutan itu ?”’

Narasumber Il :” ya ada mbak, kayak wajib pajak tidak kembali lagi ke kantor
untuk mendapatkan surat resmi pembayaran pajak, trus ada juiga yang gak

bayar pajak.”

Penulis :”di Dispenda kota malang adakah sistem pemungutan pajak hotel

kategori rumah kos yang tertulis?”’

Narasumber Il : “ kalo tertulis belum mbak masih dalam proses di Perwa 2015

tapi kalo peraturan dasarnya ya di Perda No 16 tahun 2010 itu.”

Dari hasil wawancara diatas terdapat beberapa dokumen yang digunakan
dalam sistem pemungutan pajak hotel kategori rumamh kos di kota malang

diantaranya sebagai berikut :

1. formulir pendaftaran pajak hotel kategori rumah kos

Adalah formulir yang digunakan oleh pemilik kos dalam mendaftar
sebagai wajib pajak kos yang berisi tentang identitas diri serta golongan

pajak daerah yang ditanggung oleh pemilik kos tersebut.

2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Surat Pemberitahuan Pajak (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh
wajib pajak untuk melaporkan perhitungan objek pajak yang sudah

disetorkan. SPTPD berisi tentang tarif pajak, jumlah kamar kos yang
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disewakan selama sebulan serta besarnya pajak Hotel kategori rumah kos

yang terutang.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat ketetapan yang menentukan

besarnya jumlah pajak daerah yang terutang.

Bukti Tanda Setor (BTS)

Bukti Tanda Setor merupakan bukti setoran pembayaran pajak yang
diberikan oleh Bank untuk wajib pajak yang kemudian akan ditunjukkan

kepada bagian penetapan agar mendapat Surat Tanda Setor (STS).

. Surat Tanda Setor (STS)

Surat Tanda Setor merupakan surat bukti telah melakukan penyetoran
serta pelaporan pajak kos yang terutang oleh wajib pajak yang diberikan

dari bagian pembukuan dan pelaporan Dinas Pendapatan kota Malang.

Laporan Realisasi

Laporan realisasi menyajikan informasi tentang realisasi penerimaan
pendapatan pajak daerah keseluruhan serta penggunaan sumber daya
ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode

pelaporan.
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4.2.1 Analisis Data Penelitian

Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel
kategori rumah kos kota malang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
16 Tahun 2010 Pasal 4 sedangkan dalam penentuan tarifnya dijelaskan dalam
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 7 yaitu 5% dari jumlah penerimaan
kos tersebut. Pencapaian hasil realisasi penerimaan pajak hotel kategori rumah
kos pada tahun anggaran 2014 yang memuaskan mendorong Kepala Dispenda
kota malang untuk lebih intensif dalam memberikan sosialisasi kepada pemillik
kos yang masih belum terdaftar sebagai wajib pajak hotel kategori rumah kos kota
malang. Dalam upaya Dispenda guna melakukan sosialisasi dengan mengerahkan
karyawan serta pegawai honorer Dispenda untuk mendata pemilik kos yang
bertempat di kota malang. Dari sosialisasi tersebut pada tahun 2015 sekarang
sudah tercatat 620 wajib pajak hotel kategori rumah kos yang sudah melakukan
kewajibannya sebagai wajib pajak kos kota malang. Dari data di atas
menunjukkan penanganan serta implementasi pemungutan pajak hotel kategori
rumah kos di kota malang telihat sudah baik, akan tetapi sistem pemungutan pajak
hotel kategori rumah kos di kota malang belum mempunyai sistem serta prosedur
pemunguta secara terulis, oleh karena itu penulis membuat sistem pemungutan
pajak hotel kategori rumah kos berdasarkan hasil wawancara dengan informan
yang terkait dengan sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di kota

malang. Adapun prosedur-prosedurnya sebagai berikut :

1. Prosedur pendataan dan pendaftaran pajak hotel kategori rumah kos
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a. Pemilik kos yang memenuhi kriteria wajib pajak hotel kategori rumah kos
datang ke dispenda untuk mendaftar sebagai wajib pajak dengan mengisi
formulir pendaftaran serta membawa foto copy KTP sebagai kelengkapan
pendaftaran.

b. Sie pendaftaran menerima kembali formulir yang telah diisi wajib pajak
beserta kelengkapan yang diperlukan dari wajib pajak kemudian diproses.
Setelah itu maka akan ditetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah(NPWPD) Dan dibuatkan kartu NPWPD-nya.

c. Kemudian sie pendaftaran memberikan SPTPD kepada wajib pajak untuk
diisi dan dibawa saat melapor besar pajak kos saat jatuh tempo yaitu pada

tanggal akhir massa pajak berikutnya.



Gambar 4.13

Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Pajak Hotel Kategori Rumah Kos
Kota Malang
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Sumber : Olahan Data dari hasil wawancara
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2. Prosedur penyetoran pajak hotel kategori rumah kos

a. Sie penetapan pajak akan menerima SPTPD yang telah diisi oleh wajib
pajak.

b. kemudian sie penetapan pajak menerima SPTPD dan akan dibuatkan
SKPD , SKPD vyang dibuat berisi tentang jumlah pajak hotel kategori
rumah kos terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak dan sebagai acuan
untuk membuat SSPD.

c. Setelah membuat SKPD bagian penetapan akan membuat SSPD rangkap 2
yang akan diberikan kepada (1) wajib pajak (2) Bank Jatim,sedangkan
SKPD akan diarsipkan di bagian penetapan.

d. Wajib pajak menerima SSPD yang kemudian melakukan pembayaran pajak
hotel kategori rumah kos di Bank Jatim.

d. SSPD akan diberikan kepada Bank Jatim beserta jumlah pajak terutang
yang tertera di SSPD, kemudian Bank Jatim akan membuat Bukti Tanda
Setor (BTS) rangkap 2 yang akan diberikan kepada (1) wajib pajak (2)
Bank Jatim.

e. Dengan Bukti Tanda Setor wajib pajak kembali ke bagian penetapan dan
menunjukkan BTS .

f. Bagian penetapan akan menginput BTS yang ditunjukkan oleh wajib
pajak. Hasil inputan BTS akan diterima oleh bagian pembukuan dan
pelaporan melalui aplikasi simpada.

0. Bagian pembukuan dan pelaporan yang menerima inputan BTS akan

membuat bukti setor pajak yang kemudian diberikan kepada wajib pajak.



Gambar 4.14
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Prosedur Penyetoran Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Kota Malang
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Sumber : Olahan Data dari hasil wawancara
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3. Prosedur pembukuan pajak hotel kategori rumah kos

a. Dengan bukti tanda setor Bank Jatim akan menginput data setoran pajak
hotel kategori rumah kos . setoran pajak kos berupa rekening koran.

b. Rekening koran yang dibuat oleh Bank Jatim akan diambil oleh bagian
pembukuan dan pelaporan sehari setelah transaksi.

c. Setelah rekening koran diambil, bagian pembukuan dan pelaporan akan
membuat Surat Tanda Setor rangkap 3 yang akan diberikan kepada (1)
arsip (2) wajib pajak (3) kas daerah

d. Dengan STS bagian pembukuan dan pelaporan akan membuat laporan
realisasi penerimaan pajak hotel kategori rumah kos. Laporan realisasi
rangkap 4 yang akan diberikan kepada (1) kas daerah (2) arsip.

e. Bagian penetapan menerima laporan realisasi dan diarsipkan.
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Gambar 4.15
Prosedur Pembukuan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Kota Malang
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Sumber : Olahan Data dari hasil wawancar
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Berdasarkan hasil wawancara tentang prosedur pajak hotel kategori rumah
kos terdapat suatu kendala yang menghambat proses berjalannya prosedur pajak
kos yakni wajib pajak yang telah membayar pajak hotel kategori rumah kos di
Bank Jatim tidak kembali ke Dinas guna menunjukkan bukti setor dan hal ini
membuat bagian penetapan tidak menginput data pajak hotel kategori rumah kos

yang telah disetor.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Analisis Struktur Organisasi Dan Job Description

Struktur organisasi yang ada di Dinas Pendapatan Daerah kota malang
sudah efektif karena tujuan dari adanya uaraian tugas agar dapat dijalankan oleh

pihak-pihak yang terkait dan tugas tersebut telah dijalankan dengan baik.

Struktur yang terkait dalam sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah
kos kepala bidang daerah lainnya yang membawabhi sie pendataan, sie pendaftaran
dan sie penetapan serta sie pembukuan dan pelaporan. Dalam sistem wewenang
yang telah disajikan pada struktur organisasi masing-masing bagian telah

diberikan wewenang yang sesuai dengan bidang dan tugasnya , diantaranya :

1. Bidang pajak daerah lainnya
Tugas dan wewenang yang dimiliki adalah :
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang BPHTB dan

pajak daerah lainnya.
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. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perncanaan teknis
pendataan, pendaftaran dan penetapan obyek, subyek dan wajib
BPHTB dan pajak daerah lainnya dan sistem pengarsipan serta
pendokumentasian.

Penyusunan perencanaa dan pelaksanaan program di bidang
pemungutan BPHTB dan pajak daerah lainnya

. Pelaksanaan dan pengawasan pendaftaran, pendataan, penetapan
BPHTB dan pajak daerah lainnya.

Pelaksanaan pemeriksaan obyek, subyek dan wajib BPHTB dan pajak
daerah lainnya.

Perumusan teknis perhitungan dan penetapan BPHTB dan pajak
daerah lainnya.

. Pelaksanaan penilaian obyek, subyek dan pajak daerah lainnya.

Berdasarkan job discrption yang ada dan dilihat dengan aplikasinya di

lapangan bidang pajak daerah lainnya telah melakukan tugas dan

wewenangnya akan tetapi masih belum terlaksananya sistem pemungutan

pajak hotel kategori rumah kos secara tertulis, sehingga terjadi kesalah

pahaman oleh wajib pajak hotel kategori rumah kos terhadap sistem dan

prosedur tersebut.

. Sie Pedataan

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. melakukan pendataan obyek dan wajib pajak BPHTB dan pajak daerah

lainnya.
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b. Penyimpanan dan pendokumentasian arsip dan data BPHTB dan pajak
daerah lainnya.

c. Pelaksanaan penilaian obyek, subyek dan wajib BPHTB.

Berdasarkan struktur organisasi dan job discription yang ada, dan dilihat
dari hasil pengamatan di lapangan ada suatu kegiatan yang mana SKPD
yang seharusnya diberikan oleh bagian penetapan kepada wajib pajak akan
tetapi dalam aplikasinya SKPD diberikan oleh bagian penetapan kepada

wajib pajak.

. Sie pendaftaran

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. melaksanakan pelayanan pendaftaran obyek, subyek dan wajib
BPHTB dan pajak daerah lainnya.

b. Penyiapan formulir pendaftaran wajib pajak BPHTB dan pajak daerah
lainnya.

c. Pemrosesan penetapan serta penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak

Daerah (NPWPD).

Berdasarkan struktur organisasi dan job discription yang ada, dan diamati
dengan kinerja yang ada di lapangan sie pendaftaran telah melaksanakan

tugas dan wewenang mereka dengan sesuai.

. Sie penetapan

Sie penetapan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
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melakukan perhitungan dan penetapan BPHTB dan pajak daerah
lainnya.
Pemrosesan penetapan SKPD, SKPDKB, SKPDLB dan SKPDN

BPHTB dan pajak daerah lainnya.

Dari hasil penelitian di lapangan sie penetapan telah melakukan tugas

mereka sesual dengan tugas dan wewenang yang telah dipaparkan dalam

Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2012.

. Sie pembukuan dan pelaporan

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a.

melakukan pembukuan dan pelaporan target dan reealisasi penerimaan
PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya yang sah yang
dipungut.

melakukan pencatatan ke buku jenis pajak daerah terhadap penerimaan
PBB Perkotaan, BPHTB dan pajak daerah lainnya.

Pengolahan data dalam rangka pembukuan dan pelaporan realisasi

target dan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah yang dipungut.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan sie pembukuan dan pelaporan

telah melakukan tugas mereka sesuai dengan struktur dan job discription

yang diamanatkan kepada mereka. Dalam sistem ini penulis merasa ada

yang kurang yaitu belum adanya sie penagihan yang bekerja jika terdapat

wajib pajak yang belum membayar pajak terutangnya melampaui batas

jatuh tempo yang berlaku.
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4.3.2 Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota

Malang

Berdasarkan hasil penelitian sistem pemungutan pajak kos yang diterapkan
di kota malang merupakan sistem pemungutan self assesment system dimana
wajib pajak diberi kewenangan dalam menentukan besarnya pajak yang terutang
serta menyetorkan pajaknya kepada pihak yang telah ditunjuk oleh pemerintah
daerah kota Malang, sedangkan Dinas Pendapatan kota Malang hanya bertindak
sebagai pengawas terhadap wajib pajak. Sistem pemungutan pajak hotel kategori
rumah kos di kota malang telah sesuai dengan teori sistem pemungutan self
assesment system yaitu suatu sistem yang memberikan kewenangan pada wajib
pajak dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak
terutang kepada pemerintah daerah yaitu kepada Dinas Pendapatan kota Malang.
Sistem pemungutan di kota malang terdiri dari 3 prosedur yang saling berkaitan
yaitu prosedur pendaftaran dan pendataan, prosedur penyetoran pajak serta

prosedur pembukuan.

4.3.2.1 Analisis Prosedur Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Hotel

Kategori Rumah Kos

Prosedur pendaftaran dan pendataan merupakan langkah awal dimana
dalam prosedur ini terjadi kegiatan menyiapkan formulir pendaftaran, menginput
data wajib pajak serta mendokumentasikan formulir yang terkait seperti foto copy

KTP serta formulir yang telah diisi oleh wajib pajak.
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Setelah penulis membandingkan antara Peraturan Walikota Malang
Nomor 20 Tahun 2013 tentang tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah. Maka menurut
penulis prosedur pendataan dan pendaftaran pajak hotel kategori rumah kos di
kota malang sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013
pasal 40 yang menjelaskan tentang prosedur penetapan pajak daerah serta
dokumen yang terkait di dalamnya. Sedangkan dokumen yang digunakan dalam
prosedur pendataan dan pendaftaran yang meliputi : formulir pendaftaran, kartu
NPWPD serta SPTPD. Dokumen yang terkait dalam prosedur pendataan dan
pendaftaran dalam kenyataan di lapangannya telah sesuai yang digambarkan pada

Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013.

4.3.1.2 Analisis Prosedur Penyetoran Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Prosedur penyetoran merupakan bagian yang penting dalam sistem
pemungutan pajak kos karena didalamnya terdapat kegiatan pajak diantaranya
penyetoran pajak oleh wajib pajak kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk

pemerintah daerah, dalam hal ini Bank Jatim berperan sebagai pihak ketiga.

Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 merupakan acuan
pelaksanaan penyetoran pajak daerah di kota malang maka penulis
membandingkan aplikasi dalam kenyataan dengan Peraturan Walikota Nomor 20
Tahun 2013. Dari hasil perbandingkan dapat dikatakan prosedur yang telak
terlaksana di Dispenda kota malang telah sesuai dengan Peraturan Walikota

Nomor 20 Tahun 2013 , akan tetapi dalam prosedur penyetoran terdapat suatu
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tahap yang berlangsung lama yaitu pada saat wajib pajak telah membayar pajak
terutang mereka ke Bank Jatim, mereka harus ke Dispenda guna mendapat surat
tanda setor dan hal ini menunggu sehari setelah transaksi pembayaran pajak
berlangsung. Hal ini menyebabkan wajib pajak yang telah membayar ke Bank

Jatim enggan kembali ke Dispenda untuk mengambil surat tanda setor.

penentuan ketetapan besarnya pajak terutang yang dilihat dari SPTPD, jika
dalam SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak mengandung informasi tentang
kamar kos yang mereka sewakan selama satu periode bersangkutan jumlahnya 10
kamar maka atau kurang dari 10 kamar maka wajib pajak hanya wajib melapor,
Sedangkan jika kamar kos yang mereka sewakan dalam periode yang
bersangkutan jumlahnya melebihi 10 kamar maka wajib pajak akan dibuatkan
SKPD yang berisi tentang ketetapan besarnya pajak terutang dan kemudian akan
menerbitkan SSPD sebagai dokumen pengantar untuk wajib pajak dalam
melakukan penyetoran pajak terutang ke Bank Jatim. Oleh karena itu, bagian
penetapan diharapkan menetapkan besarnya pajak terutang sesuai dengan

informasi yang berada dalam SPTPD yang diisi oleh wajib pajak.

4.3.1.3 Analisis Prosedur Pembukuan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Prosedur pembukuan merupakan bagian akhir dalam sistem pemungutan
pajak hotel kategori rumah kos di kota malang dan akan menghasilkan laporan
realisasi penerimaan pajak hotel. Prosedur ini dimulai dari wajib pajak melakukan
transaksi pembayaran pajak kos di Bank Jatim dengan SSPD sebagai dokumen

pengantar, setelah transaksi selesai Bank Jatim akan membuat Bukti Tanda Setor
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yang akan diberikan kepada wajib pajak sebagai bukti telah melakukan
penyetoran pajak dan sebagai acuan untuk membuat laporan setor pajak yang
berupa rekening koran oleh Bank Jatim. Rekening koran yang dibuat oleh Bank
Jatim akan diambil oleh bagian pembukuan untuk acuan membuat Surat Tanda
Setor (STS) rangkap 3 yang akan diberikan kepada (1) wajib pajak sebagai bukti
formal atas penyetoran dan pelaporan pajak (2) kas daerah (3) arsip. Selain itu
STS digunakan sebagai pedoman untuk membuat laporan realisasi penerimaan
pajak kos. Sehingga bagian pembukuan dan pelaporan merupakan bagian yang
mencatat seluruh penerimaan pajak kos dan menyajikannya dalam laporan
realisasi pajak hotel beserta penerimaan yang termasuk dalam kategori pajak hotel

lainnya.

Menurut Mulyadi (2010:3) sistem informasi akuntansi adalah organisasi,
formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk
menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk
memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem dan prosedur pemungutan pajak
hotel kategori rumah kos yang terdapat di kota Malang dapat dikatakan sesuai
dengan teori sistem dan prosedur yang dijelaskan di atas. Dimana sistem terdiri
dari prosedur, sedangkan prosedur merupakan runtutan kegiatan yang dilakukan
secara berulang-ulang. Sistem pajak hotel kategori rumah kos terdiri dari 3
prosedur yaitu prosedur pendataan dan pendaftran, prosedur penyetoran pajak
serta prosedur pembukuan yang dilakukan tiap bagian dan kegiatan tersebut

dilakukan setiap hari.



84

Adapun kelemahan yang ditemukan pada sistem dan prosedur pajak hotel

kategori rumah kos adalah sebagai berikut :

1. Pada sistem dan prosedur pemungutan pajak kos yang dilalui oleh wajib
pajak cukup pajak, hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan dimana
setelah wajib pajak menerima Bukti Tanda Setor dari Bank Jatim wajib
pajak harus kembali ke Dinas Pendapatan kota Malang untuk
menunjukkannya kepada bagian pembukuan untuk mendapatkan Surat
Tanda Setor yang merupakan bukti formal dari Dinas Pendapatan kota
Malang.

2. Terdapat perbedaan pemahaman wajib pajak dimana setelah mereka
mendapatkan Bukti Tanda Setor dari Bank maka proses penyetoran telah
berakhir padahal mereka harus kembali lagi ke dinas pendapatan guna
mendapatkan surat tanda setor dari dinas pendapatan. Berdasarkan ketidak
sesuaian informasi yang diterima oleh wajib pajak maka diperlukan
adanya suatu manual prosedur dalam pemungutan pajak kos di kota
malang agar pihak-pihak yang terkait memahami prosedur tersebut.

3. Kurangnya sosialisasi pada pemilik kos, sehingga masih terdapat pemilik
kos yang termasuk dalam kriteria wajib pajak hotel kategori rumah kos

belum terdaftar dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak kos.

Kelebihan dari sistem dan prosedur pemungutan pajak kos di kota malang
adalah sistem yang sudah diterapkan sudah berurtan meskipun terdapat perbedaan
pemahaman dalam salah satu kegiatan pada sistem pemungutan pajak hotel

kategori rumah Kkos.



85

4.3.2 Analisis Dokumen Yang Terkait Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Kategori Rumah Kos

Dokumen yang digunakan dalam sistem dan prosedur pemungutan pajak
kos baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya lampiran disetiap dokumen yang
berisi informasi yang lengkap tentang pajak kos. Selain itu dalam setiap dokumen
yang dibuat terdapat nomor urut sehingga tidak akan mudah dalam melakukan

penyelewengan dengan menggunakan dokumen tersebut.

4.3.3 Analisis Penetapan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Tarif penetapan pajak hotel kategori rumah kos di kota Malang diterapkan
oleh Dinas Pendapatan kota Malang merupakan sistem dimana wajib pajak
menghitungkan besarnya pajak yang terutang . hal ini sesuai dengan teori sistem
pemungutan self assesment system yang pengertiannya wajib pajak diberi
kewenangan sendiri untuk memperhitungkan, menghitung, menyetor serta
melapor besarnya pajak yang terutang. Pajak hotel kategori rumah kos di kota
malang mulai diterapkan tahun 2011 dengan menggunakan sistem pemungutan
self assesment system. Dengan andanya pemungutan pajak kos menggunakan
sistem self assesment system dapat menghindari kemungkina terjadinya
penyalahgunaan dana karena wajib pajak menghitung dan menyetorkan pajak
terutangnya sendiri kepada pihak ketiga yaitu Bank Jatim sebagai pihak yang

ditunjuk oleh Dinas Pendapatan kota malang sebagai penerima pembayaran pajak.

Dilihat secara umum dalam sistem pemungutan pajak hotel kategori rumah

kos di kota malang tidak perlu diperbaiki karena dalam penerapannya sudah
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sesuai dengan teori sistem yang ada. Sistem pemungutan pajak hotel kategori
rumah kos di kota malang terdiri dari rangkaian prosedur yang saling berkaitan
dalam melakukan kegiatan organisasinya, sedangkan prosedur pemungutan pajak
hotel sudah sesuai dengan urutan kegiatan yang memiliki fungsi-fungsi yang
terkait, dokumen dan catatan yang digunakan juga adanya deskripsi prosedur
sudah disajikan dalam penyajian data. Pada prosedur pembayaran pajak hotel
kategori rumah kos juga sesuai dengan teori prosedur penerimaan kas yang ketiga
yang menjelaskan bahwa pembayaran pajak dilakukan melalui pihak ketiga atau
bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menerima hasil setoran
pajak. Oleh karena itu setiap sistem harus memiliki prosedur, fungsi yang terkait
catatan dan dokumen yang digunakan dan deskripsi prosedur agar urutan kegiatan

dari sistem menjadi mudah dipahami.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak yang terkait, kendala yang
dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Malang dalam melakukan

pemungutan pajak kos adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi terhadap wajib pajak kota malang.

2. Minimnya karyawan yang bertugas untuk melakukan observasi ke rumah
kos di kota malang.

3. Terdapat kesalahanpahaman pada sebagian wajib pajak kos terkait sistem

pemungutan pajak kos di kota malang.



